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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum asas proporsionalitas dan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum, baik dalam konstitusi, undang-undang, maupun peraturan internal kepolisian. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sementara itu, kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menggunakan diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, asas proporsionalitas menjadi pedoman agar tindakan kepolisian dilakukan secara seimbang, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Adapun diskresi kepolisian memberikan ruang bagi anggota Polri untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu, tetapi tetap harus berdasarkan hukum, kepatutan, kepentingan umum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

2. Penerapan asas proporsionalitas dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara dilakukan melalui tahapan perencanaan, pemetaan situasi, pendekatan persuasif, penempatan personel sesuai kebutuhan, pengaturan lalu lintas, komunikasi dengan koordinator aksi, serta evaluasi setelah kegiatan selesai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Ops Polres Batubara, Kompol Zulham, S.H., M.H., pengamanan unjuk rasa mahasiswa tidak diarahkan pada tindakan represif, melainkan lebih mengutamakan komunikasi dan pencegahan agar aksi tetap berlangsung tertib. Tindakan kepolisian baru dapat ditingkatkan apabila terdapat situasi yang membahayakan keselamatan, mengganggu ketertiban umum, atau mengarah pada tindakan anarkis. Dengan demikian, penerapan asas proporsionalitas di Polres Batubara bertujuan menjaga keseimbangan antara hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan kewajiban kepolisian dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. 

3. Penggunaan diskresi kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Polres Batubara dilakukan dalam keadaan tertentu ketika situasi di lapangan membutuhkan keputusan cepat dan tidak sepenuhnya dapat menunggu instruksi atau prosedur tertulis. Diskresi dapat digunakan dalam bentuk pengalihan arus lalu lintas, pengaturan area aksi, perubahan posisi personel, komunikasi dengan koordinator lapangan, penanganan provokator, atau tindakan cepat untuk mencegah gangguan keamanan. Namun, berdasarkan pembahasan, diskresi tersebut tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas. Setiap tindakan diskresi harus tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, kepentingan umum, keselamatan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun institusional. Oleh karena itu, diskresi yang digunakan oleh Polres Batubara dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa harus dipahami sebagai kewenangan profesional untuk menjaga situasi tetap aman, bukan sebagai alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

B. Saran
1. Bagian Ops Polres Batubara disarankan untuk terus meningkatkan perencanaan pengamanan unjuk rasa mahasiswa secara lebih terukur dan berbasis pemetaan risiko. Sebelum pelaksanaan pengamanan, Bagian Ops sebaiknya melakukan analisis terhadap jumlah massa, isu aksi, lokasi, potensi kerawanan, rute pergerakan, serta kemungkinan adanya pihak yang memprovokasi. Dengan perencanaan yang matang, penempatan personel dan perlengkapan pengamanan dapat dilakukan secara proporsional, sehingga tidak berlebihan namun tetap mampu mengantisipasi gangguan keamanan. 

2. Bagian Ops Polres Batubara disarankan untuk memperkuat pendekatan persuasif dan komunikasi dengan koordinator aksi mahasiswa. Komunikasi yang baik sebelum dan selama aksi dapat mengurangi potensi salah paham antara peserta aksi dan aparat kepolisian. Oleh karena itu, Bagian Ops perlu memastikan adanya petugas yang mampu melakukan dialog, menyampaikan imbauan secara santun, dan menjaga hubungan baik dengan perwakilan mahasiswa agar aksi tetap berjalan aman, tertib, dan tidak berkembang menjadi konflik. 

3. Bagian Ops Polres Batubara disarankan untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan anggota terkait asas proporsionalitas, diskresi, dan pengendalian emosi dalam pengamanan unjuk rasa. Pelatihan ini penting agar setiap anggota memahami batas tindakan yang diperbolehkan, tahapan penggunaan kekuatan, serta cara mengambil keputusan dalam situasi mendesak. Dengan pemahaman yang baik, penggunaan diskresi di lapangan dapat dilakukan secara tepat, tidak berlebihan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
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